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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATA KULIAH 

S4 Memiliki semangat dan integritas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemaritiman 

P1 Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang hukum 

KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif 

KU3 
Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data; 

KK2 
Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai 
dengan etika akademik; 

S4 Memiliki semangat dan integritas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemaritiman 



CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguraikan, membandingkan, dan menyelesaikan masalah pengaturan 

pemanfaatan, pengelolaan sumber daya kelautan dari perpektif lokal, nasional, dan Internasional.    

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

- Mata Kuliah ini mempelajari tentang Sejarah Pengaturan dan Penguasaan Laut Pengertian dan Ruang Lingkup Perairan menurut UUPA dan 

Peraturan Perundang-undangan; Konsep Penguasaan Laut menurut: a. Hukum Adat b. Hukum Nasional c. Hukum Internasional; Konsep 

Pengaturan pengelolaan Sumber Daya di bidang Kelautan; Kelautan secara Terpadu (Integrated coastal/sea management); Kewenangan 

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah di bidang Kelautan; Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi WP3K; Kebijakan Pemanfaatan Sumber 

daya Kelautan yang Berkelanjutan; Konsep hukum Aanslibbing dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil; WPP (Wilayah 

Pengelolaan Perikanan) RI  dan Jalur-Jalur Penangkapan Ikan Penempatan Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan; Strategi 

Penegakan Hukum terhadap Illegal Fishing, Unreported, dan Unregulated; Konsep Pengaturan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah 

Laut; Kelembagaan masyarakat (masyarakat tradisional dan masyarakat Hukum Adat), dan pemerintah dalam pengelolaan Sumber Daya 

Kelautan; Kebijakan Kelautan Indonesia Pasca UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan 

Kelautan Indonesia; dan Isu-isu kontemporer. 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

 

Pertemuan  
Ke: 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan/ Sasaran 

Pembelajaran 

Bahan Kajian/Materi 
Pembelajaran 

Metode  
Pembelajaran 

Alokasi 
Waktu 

Indikator/ 
Kriteria Penilaian 

Bobot 
(%) 

I Mahasiswa mampu menguraikan 
sejarah pengaturan dan 
penguasaan Laut, serta ruang 
lingkup perairan menurut UUPA dan 
Perundang-undangan lainnya  

Pembukaan Matakuliah 
 
Materi Pendahuluan 
a. Sejarah Pengaturan dan 

Penguasaan Laut  
b. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Perairan menurut UUPA dan 
Peraturan Perundang-
undangan 

Kuliah 
Interaktif 

2x50 menit - kemampuan 
mengemukakan 
pendapat 

- kejelasan 
konsep, 
pengembangan 
gagasan 

- keaktifan dalam 
diskusi 

3 

II Mahasiswa mampu 
membandingkan konsep 
penguasaan menurut Hukum 
Adat/Hukum Nasional dan Hukum 
Internasional 

Konsep Penguasaan Laut menurut: 

a. Hukum Adat 

b. Hukum Nasional 
c. Hukum Internasional 

Diskusi 2x50 menit - kemampuan 
mengemukakan 
pendapat 

- kejelasan 
konsep, 
pengembangan 
gagasan 

- keaktifan dalam   
diskusi 

3 

III Mahasiswa mampu 
membandingkan berbagai konsep 
pengaturan pengelolaan sumber 
daya kelautan  

Konsep Pengaturan pengelolaan 
Sumber Daya di bidang Kelautan 
- UNCLOS 
- UU Perikanan 
- UU PWP3K 
- UU Kelautan 
- UU Perairan Indonesia 
- UU Pertambangan 
- Dll. 

Kuliah 
Interaktif 

2x50 menit - kemampuan 
mengemukakan 
pendapat 

- kejelasan 
konsep, 
pengembangan 
gagasan 

- keaktifan dalam   
diskusi 

3 

  



IV Mahasiswa mampu membedakan 
konsep-konsep pengelolaan SD 
Kelautan secara terpadu menurut 
konsep Hukum Adat, Hukum 
Nasional, dan Hukum Internasional 

Konsep Pengelolaan Sumber daya 
Kelautan secara Terpadu 
(Integrated coastal/sea 
management) 
- Konsep menurut Hukum Adat 
- Konsep Hukum Nasional 
- Konsep Hukum Internasional 

Diskusi 2x50 menit - kemampuan 
mengemukakan 
pendapat 

- kejelasan 
konsep, 
pengembangan 
gagasan 

- keaktifan dalam   
diskusi  

3 

V Mahasiswa mampu membedakan 
dan mengkritisi kewenangan 
Pemerintah/ Pemerintah Daerah 
menurut  Peraturan Perundang-
undangan terkait bidang Kelautan 

- Kewenangan Pemerintah, dan 

- Kewenangan Pemerintah Daerah 

di bidang Kelautan 

Kuliah 
Interaktif 
 
 

2x50 menit - kemampuan 
mengemukakan 
pendapat 

- kejelasan 
konsep, 
pengembangan 
gagasan 

- keaktifan dalam   
diskusi 

3 

VI Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan menguraikan pengaturan 
Penataan Ruang Laut dan RZWP3K 
terkait dengan SD Kelautan 

- Penataan Ruang Laut dan  
- Rencana Zonasi WP3K 

Diskusi 2x50 menit - kemampuan 
mengemukakan 
pendapat 

- kejelasan 
konsep, 
pengembangan 
gagasan 

- keaktifan dalam   
diskusi 

3 

VII Mahasiswa mampu menguraikan 
kebijakan pemanfaatan SD 
Kelautan yang berkelanjutan  

Kebijakan Pemanfaatan Sumber 

daya Kelautan yang Berkelanjutan 

Kuliah 
Interaktif 

2x50 menit - kemampuan 
mengemukakan 
pendapat 

- pengembangan 
gagasan 

- keaktifan dalam   
diskusi 

3 

  



VIII  MID TEST Ujian Tulis  Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menjawab Soal 
dan Kejujuran 

15 
 

IX Mahasiwa mampu menjelaskan 
konsep reklamasi yang berlangsung 
secara alamaiah (aanslibbing) 
menurut Hukum Adat dan 
Reklamasi menurut peraturan 
perundang-undangan.   

Konsep hukum Aanslibbing dan 

Reklamasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau Pulau Kecil 

Kuliah 
Interaktif 

2x50 menit - kemampuan 
mengemukakan 
pendapat 

- kejelasan 
konsep, 
pengembangan 
gagasan 

- keaktifan dalam   
diskusi 

3 

X Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan membedakan konsep 
pengaturan penangkapan ikan 
menurut berdasarkan WPP dan 
Jalur-Jalur Penangkapan Ikan 

• WPP (Wilayah Pengelolaan 
Perikanan) RI   

• Jalur-Jalur Penangkapan Ikan 
Penempatan Alat Penangkapan 
Ikan, dan Alat Bantu 
Penangkapan Ikan 

Diskusi 2x50 menit - kemampuan 
mengemukakan 
pendapat 

- kejelasan 
konsep, 
pengembangan 
gagasan 

- keaktifan dalam   
diskusi 

4 

XI Mahasiswa mampu membedakan 
strategi (tugas dan fungsi) aparat 
penegak hukum dan regulator 
dalam penanganan illegal fishing, 
unreported, dan unregulated 

Strategi Penegakan Hukum 

terhadap Illegal Fishing, 

Unreported, dan Unregulated 

Kuliah 
Interaktif 

2x50 menit - kemampuan 
mengemukakan 
pendapat 

- kejelasan 
konsep, 
pengembangan 
gagasan 

- keaktifan dalam   
diskusi 

4 

  



XII Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan membedakan konsep-konsep 
pengaturan Kawasan Konservasi di 
wilayah laut. 

Konsep Pengaturan dan 

pemanfaatan Kawasan Konservasi 

di Wilayah Laut 

Diskusi 2x50 menit - kemampuan 
mengemukakan 
pendapat 

- kejelasan 
konsep, 
pengembangan 
gagasan 

- keaktifan dalam   
diskusi 

 

XIII Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan menguraikan kelembagaan 
masyarakat dan pemerintah dalam 
pengelolaan SD kelautan. 

Kelembagaan masyarakat 
(masyarakat tradisional dan 
masyarakat Hukum Adat, dan 
pemerintah dalam pengelolaan 
Sumber Daya Kelautan 

Kuliah 
Interaktif 

2x50 menit - kemampuan 
mengemukakan 
pendapat 

- kejelasan 
konsep, 
pengembangan 
gagasan 

- keaktifan dalam   
diskusi 

4 

XIV Mahasiswa mampu mengkaji dan 
mengkritisi konsep kebijakan 
kelautan menurut UU No. 32 Tahun 
2014 dan peraturan 
pelaksanaannya.  

Kebijakan Kelautan Indonesia 
Pasca UU No. 32 Tahun 2014 
tentang Kelautan, dan Perpres No. 
16 Tahun 2017 tentang Kebijakan 
Kelautan Indonesia 

Kuliah 
Interaktif 

2x50 menit - kemampuan 
mengemukakan 
pendapat 

- kejelasan 
konsep, 
pengembangan 
gagasan 

- keaktifan dalam   
diskusi 

4 

XV Mahasiswa mampu 
memperesentasikan dan 
mendisukusikan isu-isu SD 
Kelautan yang kontemporer 

Isu-isu kontemporer (1) Presentasi 
Makalah   

2x50 menit - kemampuan 
mengemukakan 
pendapat 
dengan rujukan 
sumber yang 
jelas 

- kualitas makalah 

10 

  



XVI Mahasiswa mampu 
memperesentasikan dan 
mendisukusikan isu-isu SD 
Kelautan yang kontemporer 

Isu-isu kontemporer (2) Presentasi 
Makalah 

2x50 menit - kemampuan 
mengemukakan 
pendapat 
dengan rujukan 
sumber yang 
jelas 

- kualitas makalah 

10 

 UJIAN AKHIR (FINAL)    -  25 
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